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Kejari Warning
Penerima Dana BK
~Akhir April

RBI, BENGKULU - Kepala
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Bengkulu, I Made Sudar-
‘mawan SH, MH melalui kasi
Pidsus, Oktalian Darmawan
SH kembali memperingatkan
(Warning) penerima dana
Beban Kerja (BK) pada Di-
nas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) kota Bengkulu, ta-
hun 2015 lalu yang sekarang
menjadi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) itu, untuk segera
dikembalikan kalau tidak
mau dipidana. "Ya, hari ini
(kemarin red) ada pengem-
balian dari salah satu mantan
Kasi di DPPKAD Kota Beng-
kulu tahun 2015 lalu atas
nama Hikman. Jadi, seka-
rang sudah sekitar 37 orang
penerima dana BK itu sudah
mengembalikan, total yang
sudah dikembalikan Rp 114
Juta lebih," imbuhnya.

Dijelaskan, dari anggaran
dana BK sekitar Rp 1,8 M yang
dikucurkan ada dua Peraturan
Wali Kota (Perwal) yang men-
gaturnya. Pertama perwal
Nomor 12 Kepala Dinasnya
mendapat dana BK itu Rp 6,5
Juta, Sekretaris Rp 5 Juta, Ka-
bid Rp 5 Juta, Staf ASN Rp 1,5
juta sementara honorer Rp
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menerima Rp 1 Juta. Kemu-
dian Perwal Nomor 36 dana
BK untuk Kadis naik menjadi
12 Juta, Sekretaris Rp 9 Juta,
Kabid Rp 9 Juta, dan Kasi
menerima Rp 5 Juta. Staf ASN
Rp 3,5 Juta dan honorer naik
menjadi Rp 3 Juta.

"Kalau mereka penerima
dana BK itu mau menyicil su-
dah tidak ada lagi waktunya.
April ini semua mereka yang
menerima dana BKitu supaya
dengan segera mengembali-
kan. Kalau tidak dipastikan
ada kosekuensinya, dari dana
Rp 1,8 M yang dikucurkan
itu diduga merugikan negara
sekitar Rp 1,6 M," pungkas-
nya. Dilanjutkan, sejauh ini
pihaknya masih mengimbau
orang yang menerima dana
BK itu untuk mengembali-
kannya. Sehubungan dengan
sekarang masih ada waktu
untuk mereka mengem-
balikannya. "Nanti kalau
sudah ada hasil audit keru-
gian negaranya. Yang belum
mengembalikan maka ada
konsekuansinya, mereka me-
nikmati uang hasil dari tindak
pidana. Yang jelas sekarang
kita masih member kesempa-
tan dan waktu kepada mereka
untuk mengembalikannya,”
demikian tutupnva.(ide)



